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PRAKATA

Rasa syukur yang teramat dalam dan tiada kata lain yang patut kami
ucapkan selain mengucap rasa syukur. Karena berkat rahmat dan karunia
Tuhan Yang Maha Esa, buku yang berjudul Hukum Administrasi Negara
telah selesai disusun dan berhasil diterbitkan, semoga buku ini dapat
memberikan sumbangsih keilmuan dan penambah wawasan bagi siapa
saja yang memiliki minat terhadap pembahasan Hukum Administrasi
Negara.

Buku ini merupakan salah satu wujud perhatian penulis terhadap
Hukum Administrasi Negara. Buku ini menyajikan analisis komprehensif
tentang prinsip, konsep, dan perkembangan hukum administrasi negara.
Ditulis dengan gaya bahasa yang formal dan akademis, buku ini dirancang
untuk menjadi panduan bagi mahasiswa hukum, praktisi, dan siapa saja
yang tertarik dengan dinamika administrasi negara.

Pada bagian awal, buku ini mengulas sejarah dan perkembangan
hukum administrasi. Di Belanda, hukum administrasi awalnya digabung
dengan hukum tata negara di bawabh istilah “staat en administratief recht.”
Berbeda dengan Prancis, yang memisahkan hukum administrasi sebagai
bidang tersendiri. Pembaca akan memahami perbedaan antara dua istilah
Belanda, yaitu “bestuursrecht” dan “administratiefrecht,” serta bagaimana
kedua istilah ini diterjemahkan dan dipahami oleh para sarjana Indonesia.
Bagian selanjutnya menjelaskan definisi dan ruang lingkup hukum
administrasi negara. Pembaca akan diperkenalkan pada berbagai
terjemahan istilah “administratie” seperti tata usaha, tata usaha
pemerintahan, dan tata usaha negara, serta penerjemahan “bestuur”’
sebagai pemerintahan. Bab-bab berikutnya menguraikan tentang
peraturan-peraturan yang mengatur penyelenggaraan negara oleh
aparatur negara untuk mencapai tujuan negara. Buku ini menjelaskan
bagaimana hukum administrasi negara mencakup peraturan vyang
memungkinkan administrasi negara menjalankan fungsinya, melindungi



hak-hak warga negara, dan melindungi administrasi negara itu sendiri dari
tindakan yang tidak sesuai.

Dengan perkembangan konsep negara kesejahteraan (welfare state),
buku ini membahas bagaimana administrasi negara diberikan kewenangan
luas, termasuk dalam legislasi. Tidak hanya peraturan yang dibuat oleh
lembaga legislatif, tetapi juga oleh administrasi negara sendiri. Pembaca
akan memahami bahwa hukum administrasi negara adalah kombinasi dari
peraturan-peraturan yang mengatur tindakan pemerintahan dalam
hubungannya dengan warga negara, baik yang dibentuk oleh legislatif
maupun administrasi negara. selanjutnya, buku ini memberikan wawasan
mendalam tentang peran dan tanggung jawab administrasi negara dalam
negara hukum modern, menunjukkan bahwa pembentukan peraturan
oleh administrasi negara merupakan elemen esensial dalam
penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang efektif.

Akan tetapi pada akhirnya kami mengakui bahwa tulisan ini terdapat
beberapa kekurangan dan jauh dari kata sempurna, sebagaimana pepatah
menyebutkan “tiada gading yang tidak retak” dan sejatinya kesempurnaan
hanyalah milik Tuhan semata. Maka dari itu, kami dengan senang hati
secara terbuka untuk menerima berbagai kritik dan saran dari para
pembaca sekalian, hal tersebut tentu sangat diperlukan sebagai bagian
dari upaya kami untuk terus melakukan perbaikan dan penyempurnaan
karya selanjutnya di masa yang akan datang.

Terakhir, ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh pihak
yang telah mendukung dan turut andil dalam seluruh rangkaian proses
penyusunan dan penerbitan buku ini, sehingga buku ini bisa hadir di
hadapan sidang pembaca. Semoga buku ini bermanfaat bagi semua pihak
dan dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan ilmu
pengetahuan di Indonesia.

Juli, 2024

Tim Penulis
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BAB 1

PERISTILAHAN, PENGERTIAN, RUANG LINGKUP,
OBJEK KAJIAN, DAN HUBUNGAN HTN DAN HAN

A. PERISTILAHAN

Pada awalnya, khususnya di Belanda, istilah hukum administrasi ini
menjadi satu kesatuan dengan hukum tata Negara dengan nama staat en
administratief recht. Berbeda dengan yang berkembang di Prancis
membagi hukum administrasi sebagai bidang tersendiri disamping hukum
tata negara.

Di Belanda ada dua istilah tentang dua hukum ini yaitu bestuursrecht
dan administratiefrecht, dengan kata dasar “administratie” dan bestuur”.
Terkait dua istilah ini, para sarjana Indonesia berbeda pendapat dalam
menerjemahkannya. Administratie ada yang menerjemahkannya dengan
tata usaha, tata usaha pemerintahan, tata pemerintahan, tata usaha
negara, atau administrasi saja, sedangkan bestuur diterjemahkan secara
seragam dengan pemerintahan.

Penerjemahan yang berbeda mengakibatkan perbedaan penamaan
terhadap hukum ini, seperti Hukum Administrasi Negara, Hukum Tata
Pemerintahan, Hukum Tata Usaha Pemerintahan, Hukum Tata Usaha
Negara, Hukum Tata Usaha Negara Indonesia, Hukum Administrasi Negara
Indonesia, dan Hukum Administrasi tanpa atribut Negara, sebagaimana
yang dianut oleh Hadjon, dengan alasannya bahwa pada kata administrasi
itu sudah mengandung konotasi negara/pemerintahan. Adanya
keragaman istilah ini dalam perkembangannya lebih mengarah pada
penggunaan istilah Hukum Administrasi Negara dibandingkan istilah
lainnya.

Menurut Sjachran Basah, administrasi negara lebih luas dari tata
usaha negara karena secara teknis administrasi negara mencakup seluruh
kegiatan kehidupan bernegara dalam penyelenggaraan pemerintahan,
sedangkan tata usaha negara hanya sekedar bagian saja daripada
administrasi. Tak jauh berbeda dengan Rochmat Soemitro, yang

2 | Hukum Administrasi Negara



DAFTAR PUSTAKA

Bagir Manan dan Kuntana Magnar,1997. Beberapa masalah Hukum Tata
Negara Indonesia. Bandung, Alumni.

Bahsan Mustafa.1990. Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara. Bandung,
Citra Aditya Bakti.

Bintoro Tjokroamidjojo.1990,Pengantar Administrasi Pembangunan,
Jakarta,LP3ES.

Diana Halim Koentjoro,2004, Hukum Adminstrasi Negara, Bogor Selatan,
Ghalia Indonesia.

Kuntjoro Purbopranoto, 1985, Beberapa Catatan Hukum Tata
Pemerintahan dan Peradilan Administrasi Negara, Bandung, Alumni.

Muchsan, 1982. Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia,
Yogyakarta, liberty.

Philipus M. Hadjon, et.al.,2001, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia,
Yogyakarta, Gadjah Mada University Press.

Prajudi Atmosudirdjo, 1981. Hukum administrasi Negara. Jakarta, Ghalia
Indonesia.

Ridwan HR, 2006. Hukum Administrasi Negara, Jakarta, PT RadjaGrafindo
persada

Sjachran Basah, 1985, Eksistensi dan Tolak Ukur Badan Peradilan
Administrasi di Indonesia, Bandung, Alumni.

Sjachran Basah. 1992. Perlindungan Hukum Terhadap Sikap Tindak
Administrasi Negara, Bandung, Alumni.

Soehino, 1984. Asas-Asas Hukum Tata Pemerintahan, Yogyakarta, Liberty.

Sondang P. Siagian,1986,Filsafat Admnistrasi, Jakarta, Gunung Agung.

18 | Hukum Administrasi Negara



HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

BAB 2: LANDASAN HAN, DIMENSI
NORMATIF HAN DAN LETAK HAN
DALAM SISTEM HUKUM NASIONAL

Dr. (C). Sidi Ahyar Wiraguna, S.H., M.H., M.M

Universitas Esa Unggul



BAB 2
LANDASAN HAN, DIMENSI NORMATIF HAN DAN

LETAK HAN DALAM SISTEM HUKUM NASIONAL

A. PENDAHULUAN

Hukum Administrasi Negara (HAN) merupakan cabang hukum yang
memiliki peranan penting dalam sistem hukum Indonesia. Selain mengatur
bagaimana pemerintah berinteraksi dengan konstituennya, RAN juga
memastikan bahwa kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah digunakan
dengan cara yang adil dan legal (Sudarmanto, 2021). Kemampuan HAN
untuk menjaga keseimbangan antara hak-hak masyarakat dan
kewenangan pemerintah menjadikannya subjek penelitian yang penting.
Hal ini sangat penting untuk memastikan bahwa tindakan pemerintah
tidak berdampak negatif terhadap masyarakat dan tetap berada dalam
batas-batas hukum yang sesuai.

Landasan Hukum Administrasi Negara

Landasan hukum administrasi negara terdiri dari berbagai sumber
hukum yang menjadi dasar pelaksanaan fungsi-fungsi administrasi publik.
Sumber-sumber hukum tersebut meliputi konstitusi, undang-undang,
peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan keputusan lembaga
administratif (Nasution, 2007). Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) merupakan landasan konstitusional
utama yang menetapkan dasar-dasar hukum bagi seluruh tindakan
administrasi negara. Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa
"Negara Indonesia adalah negara hukum", yang menegaskan bahwa
seluruh tindakan pemerintah harus berdasarkan hukum (Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 1945).

Selain UUD 1945, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan juga memberikan kerangka hukum yang lebih
spesifik bagi pelaksanaan fungsi-fungsi administrasi negara. Undang-
undang ini mengatur berbagai aspek administrasi pemerintahan, termasuk
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BAB 3

SUMBER MATERIL DAN FORMIL HAN

A. PENDAHULUAN

Secara Bahasa, frasa sumber hukum terdiri dari dua kata yakni sumber
dan hukum. Dengan demikian secara bahasa sumber hukum berarti
tempat asal ditemukannya hukum. Sumber hukum adalah landasan utama
yang digunakan oleh sistem hukum suatu negara untuk menciptakan,
menginterpretasikan, dan menegakkan aturan hukum. Sumber hukum
memiliki peran penting dalam mengatur perilaku individu dan masyarakat
secara keseluruhan, serta dalam menjaga ketertiban dan keadilan dalam
suatu negara. Sumber hukum dapat beragam dan bervariasi dari satu
negara ke negara lainnya, tergantung pada sistem hukum yang berlaku di
masing-masing negara. Sumber hukum adalah fondasi dari sistem hukum
yang berfungsi untuk mengatur kehidupan dan interaksi manusia dalam
suatu masyarakat.

Secara umum, sumber hukum dibagi menjadi dua bentuk, yakni
sumber hukum formil dan sumber hukum materil. Sumber hukum formil
adalah sumber-sumber hukum yang telah memiliki bentuk sebagai kaidah
hukum. Sedangkan Sumber hukum materil adalah sumber-sumber hukum
yang belum memiliki bentuk untuk dikatakan sebagai kaidah hukum,
tetapi digunakan dalam praktik sebagai sumber hukum

B. SUMBER HUKUM MATERIL HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Dimaksudkan dengan sumber hukum adalah segala sesuatu yang
dapat menimbulkan aturan hukum serta tempat diketemukannya hukum.
Sumber hukum materiil Hukum Administrasi Negara adalah meliputi
faktor-faktor yang ikut mempengaruhi isi/materi dari aturan-aturan
hukum. Faktor-faktor tersebut antara lain:
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BAB 4

SUMBER KEWENANGAN DAN
CARA MEMPEROLEH WEWENANG

A. PENDAHULUAN

Pemahaman yang mendalam tentang kewenangan dan cara
memperoleh wewenang dalam hukum administrasi negara merupakan
aspek yang sangat penting dalam sistem hukum dan pemerintahan di
Indonesia. Kewenangan administrasi negara adalah landasan utama bagi
penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan yang efisien dan efektif.
Kewenangan ini mencakup hak dan kekuasaan yang dimiliki oleh pejabat
atau lembaga administrasi untuk membuat keputusan, melaksanakan
tindakan, dan mengatur berbagai aspek kehidupan publik (Fatmawati,
2021). Pemahaman yang tepat mengenai sumber kewenangan serta
prosedur untuk memperoleh wewenang sangat krusial dalam mencegah
penyalahgunaan kekuasaan dan menjamin bahwa tindakan administrasi
negara dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku (Jonathan & Sudiarta,
2024).

Dalam konteks hukum administrasi negara, sumber kewenangan
dapat ditemukan dalam berbagai instrumen hukum, termasuk konstitusi,
undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan presiden (Junaedi,
2021). Misalnya, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan memberikan kerangka hukum yang
komprehensif mengenai prinsip-prinsip dasar kewenangan administrasi.
Pasal 1 ayat 2 dari undang-undang ini mendefinisikan kewenangan sebagai
"hak yang dimiliki oleh pejabat atau lembaga untuk melakukan tindakan
tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan." Hal ini
menegaskan bahwa setiap tindakan administrasi harus didasarkan pada
kewenangan yang sah dan jelas (Undang-Undang (UU) Nomor 30 Tahun
2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, 2014).
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BAB 5
MACAM-MACAM

TINDAKAN/PERBUATAN PEMERINTAH

A. PENGERTIAN TINDAKAN/PERBUATAN PEMERINTAH

Berbicara mengenai perbuatan pemerintah ada dua hal persoalan
yang perlu dipahami yaitu apa yang dimaksud dengan pemerintah dan apa
yang dimaksud dengan perbuatan pemerintah. Yang dimaksud dengan
pemerintah adalah:

Menurut Wirjono Prodjodikoro, pemerintah dapat dibagi dalam arti
luas dan dalam arti sempit. Pemerintah dalam arti luas meliputi seluruh
fungsi kegiatan kenegaraan yaitu lembaga-lembaga kenegaraan yang
diatur secara langsung oleh UUD 1945 maupun lembaga-lembaga yang
diatur oleh Undang-Undang. Sedangkan pemerintah dalam arti sempit
adalah Presiden/eksekutif. Menurut Kuntjoro Purbopranoto mengatakan
pemerintah dalam arti luas meliputi segala urusan yang dilakukan oleh
Negara dalam rangka penyelenggaraan kesejahteraan rakyat dan
kepentingan Negara.

Sedangkan arti sempit adalah menjalankan tugas eksekutif saja.
Sedangkan pengertian Perbuatan Pemerintah merupakan tindakan hukum
yang dilakukan oleh penguasa dalam menjalankan fungsi pemerintahan.
Menurut Romijen, perbuatan pemerintah yang merupakan “bestuur
handling” yaitu tiap-tiap dari alat perlengkapan pemerintah. Menurut Van
Vallen Hoven, perbuatan pemerintah merupakan tindakan secara spontan
atas inisiatif sendiri dalam menghadap keadaan dan keperluan yang timbul
tanpa menunggu perintah atasan, dan atas tanggung jawab sendiri demi
kepentingan umum.

B. MACAM-MACAM TINDAKAN PEMERINTAH

Tindakan Administrasi Pemerintahan dalam Pasal 1 angka 8 Undang-
Undangan Administrasi Pemerintahan menyatakan bahwa: “tindakan
Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut tindakan adalah
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BAB 6

INSTRUMEN HUKUM
ADMINISTRASI NEGARA

A. PENDAHULUAN

Negara merupakan organisasi yang memiliki tujuan. bagi Indonesia
tujuan negara tertuang dalam alinea keempat Pembukaan Undang-
Undang Dasar 1945, yang mengindikasikan bahwa Indonesia adalah
negara hukum yang menganut konsep welfare state. Sebagai negara
hukum yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan umum, setiap
kegiatan selain harus berorientasi kepada tujuan, juga harus menjadikan
hukum sebagai aturan kegiatan kenegaraan, pemerintah dan
kesejahteraan. Salah satu fungsi hukum menurut Sjachran Basah, adalah
direktif yaitu sebagai pengarah dalam membangun untuk membentuk
masyarakat yang hendak dicapai sesuai dengan tujuan kehidupan
bernegara.

Dalam praktiknya, Hukum Administrasi Negara mencakup sejumlah
prinsip yang mendasari interaksi antara pemerintah dan warga negara.
Salah satu prinsip utama adalah prinsip legalitas, yang mengharuskan
pemerintah bertindak sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku.
Prinsip ini melindungi individu dari tindakan sewenang-wenang dan
menjamin bahwa semua tindakan administratif didasarkan pada dasar
hukum yang kuat.

Selain itu, prinsip keadilan juga merupakan pijakan penting dalam
Hukum Administrasi Negara. Pemerintah harus memastikan bahwa setiap
keputusan atau tindakan yang diambil adalah adil dan tidak merugikan
pihak-pihak tertentu tanpa alasan yang jelas. Prinsip ini memastikan
perlindungan hak-hak individu dalam proses administratif. Konsep
transparansi dan akuntabilitas juga menjadi inti dalam Hukum
Administrasi Negara.
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BAB 7
ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN

YANG BAIK (A.U.P.B) DAN PERWUJUDAN
GOOD GOVERNANCE MELALUI A.U.P.B

A. PERISTILAHAN DAN PENGERTIAN ASAS-ASAS UMUM

PEMERINTAHAN YANG BAIK (A.U.P.B)

Terdapat perbedaan di kalangan para ahli hukum administrasi
mengenai penerjemahan istilah algemene beginselen van behoorlijk
bestuur (ABBB) terutama menyangkut kata beginselen dan behoorlijk. Kata
beginselen ada yang menerjemahkan dengan prinsip-prinsip, dasar-dasar,
dan asas-asas, sedangkan kata behoorlijk diterjemahkan dengan yang
sebaiknya, yang baik, yang layak, dan yang patut. Penerjemahan ini
algemene beginselen van behoorlijk bestuur menjadi prinsip-prinsip atau
dasar-dasar atau asas-asas umum pemerintahan yang baik atau yang layak.

Indroharto, Amrah Muslimin, Paulus E. Lotulung, Muchsan dan
Philipus M. Hadjon menerjemahkan algemene beginselen van behoorlijk
bestuur dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, sedangkan
Ateng Syafrudin, Sjachran Basah, Laica Marzuki, dan Bagir Manan
menerjemahkannya dengan asas-asas umum pemerintahan yang layak. SF.
Marbun sebelumnya menggunakan istilah asas-asas umum pemerintahan
yang baik, kemudian menggunakan istilah “yang patut” dengan alasan
bahwa pada kata patut di dalamnya terkandung pengertian baik dan layak
(SF. Marbun, 1997: 337).

Selanjutnya pengertian asas-asas umum pemerintahan yang baik
dapat dijelaskan sebagai berikut: kata asas menurut Kamus Umum Bahasa
Indonesia adalah kebenaran yang menjadi pangkal tolok ukur berpikir
(W.J.S. Poerwadarminta, 1982: 60). Kemudian, dalam pemahaman hukum
secara elementer, perbedaan antara asas dan norma sebagai berikut:
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BAB 8

MALADMINISTRASI

A. PENDAHULUAN

Maladministrasi dalam konteks hukum administrasi negara mencakup
berbagai aspek yang memerlukan penanganan dan pemahaman yang
mendalam, khususnya bagi praktisi hukum dan administrasi publik
(Azfirmawarman & Frinaldi, 2023). Fenomena ini merujuk pada perilaku
atau tindakan yang melawan hukum dan etika dalam proses administrasi
pelayanan publik, yang dapat dilakukan oleh berbagai entitas, termasuk
pemerintah, BUMN, BUMD, BHMN, badan swasta, atau bahkan
perseorangan. Perilaku maladministrasi mencakup, namun tidak terbatas
pada, penyimpangan prosedur, penyalahgunaan wewenang, kelalaian,
tindakan diskriminatif, hingga permintaan imbalan yang tidak sah
(Heruyanto, 2021).

Dalam rangka mengatur dan memberikan landasan hukum terhadap
maladministrasi, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan menetapkan kerangka kerja  untuk
penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang baik dan bersih.
Peraturan ini bertujuan untuk mencegah terjadinya maladministrasi
dengan memberikan definisi yang jelas mengenai administrasi
pemerintahan dan mengatur proses administratif yang harus diikuti oleh
aparatur sipil negara dan pejabat administrasi (Undang-Undang (UU)
Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, 2014).

Selain itu, Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 48 Tahun
2020 tentang Perubahan atas Peraturan Ombudsman Nomor 26 Tahun
2017 mengenai Tata Cara Penerimaan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian
Laporan, mengatur secara spesifik mekanisme penanganan laporan terkait
dugaan maladministrasi. Peraturan ini memperkuat peran Ombudsman
Republik Indonesia sebagai lembaga negara yang independen dalam
menangani  kasus-kasus maladministrasi dalam penyelenggaraan
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BAB 9
KEPUTUSAN PEMERINTAH

YANG BERSIFAT BESCHIKKING

A. PENDAHULUAN

Beschikking adalah suatu Keputusan pemerintahan untuk suatu hal
yang konkret dan dijadikan instrument yuridis pemerintahan yang utama.
Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang
dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi
tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan
final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum
perdata.

Materi yang dibahas terkait dengan Keputusan Pemerintah yang
bersifat Beschikking adalah pengertian beschikking, Tindakan pemerintah,
dan Keputusan Tata Usaha Negara.

B. PENGERTIAN BESCHIKKING

Keputusan Tata Usaha Negara pertama kali diperkenalkan oleh
seorang sarjana Jerman, Otto Meyer, dengan istilah verwal tungsakt.
Istilah ini diperkenalkan di Negeri Belanda dengan nama beschikking oleh
van Vollenhoven dan C. W van der Pot, yang oleh beberapa penulis,
seperti AM. Donner, H.D. van Wijk/Willem Konijnenbelt, dan lain lain,
dianggap sebagai “de vader van het moderne beschikkingsbegrip, (bapak
dari konsep beschikking yang modern (F.C.M.A Michiels, 1987, p,23)

Di Indonesia istilah beschikking diperkenalkan pertama kali oleh WF.
Prins. Istilah beschikking ini ada yang menerjemahkannya dengan
ketetapan, seperti E. Utrecht, (Utrech, 1957) Bagir Manan, (Bagir Manan,
1985) Sjachran Basah (Sjacharn Basah, 1989), dan lain-lain, dan dengan
keputusan seperti WF Prins. (WF Prints dan R. Kosim, 1983). Philipus M
Hadion, (Philipus M Hadjon, 1993), SF Marbun (SE Marbun, 1997), dan
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BAB 10

DISKRESI

A. PENDAHULUAN

Konsep negara hukum klasik (legal state) dimana fungsi negara
hanyalah sebatas menjaga keamanan dan ketertiban dan kemudian
diterjemahkan sebagai negara penjaga malam (nachtwakerstaat, police
state, polizeistaat/negara polisi) ternyata membawa dampak yang sangat
besar berupa kesenjangan antara si kaya dengan si miskin.. Konsep negara
hukum ini mendasarkan diri pada paham liberalisme dan individualisme.
Pemerintahan dalam model ini hanya bereaksi bilamana terjadi gangguan
keamanan dan ketertiban, yang lebih menekankan pada perlindungan dan
kebebasan politik. Di luar penanganan atas gangguan keamanan dan
ketertiban, maka sektor lainnya seperti ekonomi, pendidikan, kesehatan,
kemiskinan, perdagangan, negara tidak ikut campur atas urusan-urusan itu.
Ibaratnya negara itu hanyalah sebagai penjaga malam, yang hanya
menjaga agar setiap rumah tidak mengalami gangguan pencurian atau
perampokan, tetapi sang penjaga malam tidak akan menangani bilamana
rumah tangga itu kelaparan, tidak ada yang sekolah, menganggur,
kekurangan gizi, dan lain-lain. Model negara hukum klasik ini, bisa juga
disebut sebagai negara hukum statis, negara hukum model lama, negara
pluralis, negara hukum formal. (SF Marbun & Mahfud MD: 1987; 44).

Kepincangan sosial sebagai produk model negara hukum yang statis,
melahirkan reaksi yang hebat, dalam bentuk munculnya konsep tentang
negara hukum yang baru yaitu negara kesejahteraan (welfare state,
dinamis atau negara hukum materiil), dimana negara atau pemerintahan
tidak cukup hanya menjadi penjaga malam saja, sekadar penjaga
keamanan dan ketertiban belaka, tetapi diharuskan ikut peduli dan
campur tangan atau ikut menangani semua masalah kemasyarakatan
seperti sosial ekonomi, kemiskinan, kebodohan, pengangguran/lapangan
kerja, kesehatan dan lain-lain. Dengan demikian, negara tidak lagi bersifat
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